BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR (o TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara perlu ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah;

. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah, terhadap Peraturan
Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Penghasilan Pengawai Aparatur Sipil Negera
di Pemerintah Ksbupaten Kerinci perlu menyesuaikan
kembali dan dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor
7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kerinci;

. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat Il dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat |
Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-470‘0 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Mentgn Dalam
Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di lingkunga Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun
2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa Kkali diubah_
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun
2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI.

Pasal |
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kerinci diubah sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Basic TPP diperoleh dengan rumus:

“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan) x (Indek kapasitas fiscal daearh x
(indek kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan
pemerintah daerah)”

(2) Perhitungan atas kelas jabatan berdasarkan evaluasi jabatan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

(3) Pertir.nba:ngan objektif diperoleh dengan ketentuan :
a. kriteria TPP ASN bedasarkan pertimbangan objektif di berikan

kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan
oleh
perundang-undangan; peraturan

b. alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif sesuai
k;rlr\lramé)uan keuangan daerah dan karakteristik daerah:

c. tidak dapat menerima lebih dari 1 ( satu ']‘PP,
pertimbangan objektif; dan ( ] berdasarkan

d. ketentuan penerima dan be
! rima. saran TPP ASN berdasark
pertimbangan objektif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. e
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan diberlakukan
surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2022

PATI KERINCI,

ADIROZAL
T

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

-

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022 NOMOR
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